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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang berisi tentang
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) DISDUKCAPIL Tahun 2021 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas penduduk yang
merupakan basis potensi sumber daya manusia sehingga dapat mendukung pelaksanaan
pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Sebagai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatan
Sipil Kabupaten Rokan Hulu berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah
dituangkan didalam RPJMD dan Renstra DISDUKCAPIL Tahun 2017-2021 untuk mencapai visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 ini disusun
sehubungan dengan perlaksanaan program Tahun 2021 yang dijabarkan dalam kegiatan yang
bertolak ukur pada Indkator Kinerja Utama DISDUKCAPIL yang akhimya akan dapat menciptakan
perencanaan yang berkualitas. Oleh sebab itu Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
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B. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada
tahun 2011 yakni dengan pemberlakuan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 65 Tahun 2011,
dengan Struktur Organisasi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Rokan Hulu lebih berdaya guna dan berhasil guna di bidang perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang berfungsi
melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi administrasi kependudukan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan,
melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, monitoring dan evaluasi.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menjabarkannya melalui program dan
kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 yang mengacu
kepada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025, dan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2017-2021, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan
teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut
memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari aspek
akuntabilitas kinerja pencapaian program dan kegiatan, maupun aspek akuntabilitas keuangan
sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rokan hulu Tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviuw atas
Laporan Kinerja Instansi.

prasarana pelayanan administrasj kependudukan dan pencatatan sipil.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah dan
bertempat tinggal di wilayah Indonesia khususnya dalam wilayah Rokan Huly sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mempunyai tanggung jawab dan wewenang melaksanakan pelayanan dalam
urusan administrasi kependudukan. Kependudukan adalah ha ihwal yang berkaitan dengan jumlah,
ciri, - pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang
menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan administrasi kependudukan serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan.

Data Kependudukan adalah data perorangan dan atau data agrerat yang terstruktur sebagai
hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk adalah
pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan
penduduk rentan, administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa
kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan
karena membawa akibat terhadap penerbitan atay perubahan data kependudukan yang tertera pada
Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atay Surat Keterangan Kependudukan
Lainnya meliputi Pindah Datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan
anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
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Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan
informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu
kesatuan.

Sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Adapun tugas penting dari Disdukcapil adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Surat Pindah Datang, Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian,
Pengangkatan Anak, Pendaftaran Penduduk, dan Pendataan Penduduk.

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil masih mengalami
hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya
manusia di Disdukcapil masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya.
Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber
daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.

(1) Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berserta
jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 61 Tahun 2019. DISDUKCAPIL
dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (I) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, BidangPengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
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(1) Susunan Organisasi DISDUKCAPILKabupaten Rokan Hulu,terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan,
¢. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari;
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
3. Seksi Pendataan Penduduk,
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari;
1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian,
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari;
1. SeksiSistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, dan
3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
1. Seksi Kerjasama;
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
3. Seksi Inovasi Pelayanan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
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C. KEWENANGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas merumuskan sasaran,
mengkoordinasikan, menyelenggarakan membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berserta
jajarannya adalah sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas merumuskan sasaran,
mengkoordinasikan, menyelenggarakan membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berserta
jajarannya adalah sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

(1)  Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kabupaten pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Dinas
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,
pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi pada Disdukcapil.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 7

(1)  Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi danevaluasi pada Subbagian
Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Subbagian Perencanaan;,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekretaris
melaksanakan fungsi :
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a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasilpelaksanaan
tugas di lingkungan Sekretariat;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan Kepala Dinas; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 8

Kepala SubbagianUmum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a.
b.

@ ~® ao

Merencanakan program/kegiatanpada Subbagian umum;

Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian,;

Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;

Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor kebersihan, keindahan, keamanan
dan ketertiban kantor;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporanpelaksanaan tugas dan kegiatan pada
subbagian umum dan kepegawaian; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Kepala Subbagian Keuangan
Pasal 9

Kepala SubbagianKeuanganmempunyai tugas:

a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggara pada Subbagian Keuangan;

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Subbagian Keuangan;

c.  Melaksanakan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan;

d.  Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemutakhiran data
hasil pemeriksaan pelaksaan kegiatan;

e.  Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas Pengelolaan keuangan dan
pencatatan asset;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporanpelaksanaan tugas dan kegiatan pada
subbagian keuangan; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya;

8
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Paragraf 3
Kepala Subbagian Perencanaan
Pasal 10

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas:

a.
b.

(1)

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan:
Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Subbagian Perencanaan;
Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing
bidang;
Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
Melaksanakan Rencana strategis, penyusunanRencana Kerja Pemerintah Daerah, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Unit Kerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Unit Kerja;
Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah
perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada subbagian perencanaan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pasal 11

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Mempunyai tugas melakukan koordinasi,

fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk dan

Seksi Pendataan Penduduk;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Bidang Pelayanan

Pendafataran Pendudukmenyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan Program Kerja dan rencana operasional pada Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;

b.  Penyelenggaraan,pelaksanaan koordinasi, fasilitasidan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas di lingkungan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan  pelaksanaantugas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala DISDUKCAPIL:

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2021
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Paragraf 1
Kepala Seksi Identitas Penduduk
Pasal 12

Kepala Seksi Identitag Pendudukmempunyai tugas :

a.
b.

Merencanakan program/kegiatan dan Penganggaran pada Seksi Identitas Penduduk;
Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi [dentitas Penduduk:

Melaksanakan fasilitasi pelayanan penerbitan Karty Keluarga (KK) dan KTP Elektronik (KTP-
el);

Melaksanakan fasilitasi pelayanan perubahan dokumen pendaftaran penduduk;

Melaksanakan fasilitas pelayanan pelaporan penduduk tidak mampu mendaftarkan sendiri
karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental;

Melaksanakan fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan
korban bencana sosial dan bencana alam:

Melaksanakan koordinasi dengan  Unit Penyelenggara Administrasi Kependudukan
Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada seksi identitas penduduk;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuyai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
Pasal 13

a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pindah Datang Penduduk

b.  Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Pindah Datang Penduduk;

C.  Melaksanakan fasilitas; pelayanan pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI;

d.  Melaksanakan fasilitasi pelayanan pindah datang penduduk antar negara;

€. Melaksanakan koordinasi dengan  Unit Penyelenggara Administrasi Kependudukan
Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada seksi pindah datang penduduk:

9.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

10
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Paragraf 3
Kepala Seksi Pendataan Penduduk
Pasal 14

Kepala Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas :

a.
b.

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pendataan Penduduk;
Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Pendataan Penduduk;

Melaksanakan fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk;

Melaksanakan fasilitasi pendataan penduduk tidak mampu mendaftarkan sendiri karena
pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental;

Melaksanakan fasilitasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan korban
bencana sosial dan bencana alam:

Menghimpun, mengelola dan menyajikan data pelayanan pendaftaran penduduk;
Melaksanakan koordinasi dengan Unit Penyelenggara Administrasi Kependudukan
Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada seksi pendataanpenduduk:

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 15

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi

dan evaluasi pada Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Seksi Perubahan

Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipilmenyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan Program Kerja dan rencana operasional pada bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil;

b.  Penyelenggaraan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasidan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas di lingkungan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

C. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala DISDUKCAPIL; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1"
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Paragraf 1
Kepala Seksi Kelahiran
Pasal 16

Kepala Seksi Kelahiranmempunyai tugas :
a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kelahiran:

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di

lingkungan Seksi Kelahiran;

C.  Melaksanakan fasilitasi pelayanan pencatatan kelahiran;

d.  Menghimpun, mengelola dan menyajikan data pencatatan kelahiran;

€.  Melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran secara kolektif di desa dan kecamatan se-
Kabupaten Rokan Huly;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada seksikelahiran; dan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

o

Paragraf 2
Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
Pasal 17

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraianmempunyai tugas :

a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perkawinan dan Perceraian:

b.  Membagi tugas, memberi petunjuk, danmemeriksahasil pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Perkawinan dan Perceraian;

C.  Melaksanakan fasilitagi pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

d.  Menghimpun, mengelola dan menyajikan data pencatatan perkawinan dan perceraian;

€. Melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian secara kolektif di desa dan
kecamatan se-Kabupaten Rokan Huly;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada SeksiPerkawinan dan Perceraian; dan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan
dan Kematian
Pasal 18

Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematianmempunyai tugas :

a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan Kematian;

b.  Membagi tugas, memberi petunjuk, dan memeriksahasil pelaksanaan tugas bawahan dij
lingkungan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;

C.  Melaksanakan fasilitasi pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan
kematian;
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d.  Menghimpun, mengelola dan menyajikan data pencatatan perubahan status anak,
pewarganegaraan dan kematian;

€. Melaksanakan pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan
kematian secara kolekif di desa dan kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan

i, Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Pasal 19

(1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Mempunyai tugas
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data dan Seksi Tata Kelola dan Sumber
Daya Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan Program Kerja dan rencana Operasional pada bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

b. Penyelenggaraan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas di lingkungan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan tugas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala DISDUKCAPIL; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 20

Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas:

a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan;

b.  Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaantugas bawahan di
lingkungan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

C.  Melaksanakan fasilitasi pelayanan tentang sistem administrasi kependudukan;

d.  Mengelola perangkat keras dan lunak yang berhubungan dengan sistem informasi
administrasi kependudukan;

. Mengelola aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada seksi sistem informasi administrasi kependudukan; dan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
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Paragraf 2
Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Pasal 21

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas:

a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengolahan dan Penyajian
Data;

b.  Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaantugas bawahan di
lingkungan Seksi Pengolahan dan Penyaijian Data;

C.  Menghimpun, mengelola dan menyajikan data agregat kependudukan;

d.  Menghimpun, mengelola dan menyajikan data profil kependudukan:
Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada seksi pengolahan dan penyajian data; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3
Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 22

Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas:

a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tata Kelola dan Sumber
Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b.  Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di

lingkungan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan

Komunikasi;

Mengelola jaringan sistem informasi administrasi kependudukan;

Memelihara jaringan komunikasi sistem administrasi kependudukan:

Membimbing sumber daya manusia teknologi infromasi;

Meningkatkan kemampuan aparatur berbasis sistem informasi administrasi kependudukan:

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan

pada seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

@ ~o ao

Bagian Keenam
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Pasal 23

(1) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayananmempunyai tugas melakukan
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan dan Seksi Inovasi Pelayanan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemanfaatan
Data dan Inovasi Pelayananmenyelenggarakan fungsi:
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a. Penyusunan Program Kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan;

b.  Penyelenggaraan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas di lingkungan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan tugas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala DISDUKCAPIL: dan

d.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Kepala Seksi Kerjasama
Pasal 24

Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerjasama;

b.  Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Kerjasama:

C.  Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kerjasama
kependudukan;

d.  Melaksanakan fasilitasi pelayanan kerjasamaantar instansi terkait dalam mempermudah
pelayanan administrasi kependudukan;

e.  Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama kependudukan;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada SeksiKerjasama; dan

g.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 25

Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukanmempunyai tugas :

a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemanfaatan Data dan

Dokumen Kependudukan;

Membagi tugas, memberi petunjuk, dan memeriksahasil pelaksanaan tugas bawahan di

lingkungan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan:

C.  Melaksanakan konsultasi tentang pemanfaatan data kependudukan;

d.  Menghimpun, mengelola dan menyajikan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

€. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dengan instansi lain yang melakukan kerjasama
dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada SeksiPemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan

g.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

=
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Paragraf 3
Kepala Seksi Inovasi Pelayanan
Pasal 26

Kepala Seksi Inovasi Pelayananmempunyai tugas :

a.
b.

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Inovasi Pelayanan;
Membagi tugas, memberi petunjuk, dan memeriksahasil pelaksanaan tugas bawahan dj
lingkungan Seksi Inovasi Pelayanan;

Melaksanakan inovasi dalam rangka pelayanan: administrasi kependudukan yang mudah,
cepat dan akurat;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

Meningkatkan kemampuan aparatur berbasis inovasi dan teknologi informasi:

Menerima dan menindaklanjuti saran, laporan dan aduan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan:

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada Seksilnovasi Pelayanan: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 27
DISDUKCAPILKabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan urusan yang menjadi

kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan per undang-undangan.
DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi,
sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada sekretaris daerah melalui asisten dan
bagian terkait.

Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program
dan kegiatan DlSDUKCAPILKabupaten Rokan Hulu wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada
masing-masing perangkatdaerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.

Tugas dan fungsi DlSDUKCAPlLKabupaten Rokan Hulu di laksanakan oleh pejabat pimpinan
tinggi pratama (eselon IL.b), pejabat administrator (eselon lll.a dan eselon lILb) pejabat
pengawas (eselon 1V.a), pejabat fungsional dan pelaksana.

DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggung
jawaban di lakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalan tugas dan fungsinya, DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Huly menetapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kelompok  jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

16
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BABYV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 28

tetapkan dengan keputusan Bupati Rokan Hulu.
(3)  Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di
tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)  Kelompok jabatan fungsional sebagai mana di maksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang di tunjuk.
(5)  Jumlah tenaga fungsional sebagai mana di maksud pada ayat (1) di tentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana i maksud pada ayat (1) di atur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)  Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 29

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Huly diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati Rokan Hulu melalyi Gubemur
Riau yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(2)  Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan

Syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Unit Penyelenggara Administrasi Kependudukan dan Kasubbag Tata Usaha di angkat
dan di berhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ViI
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan
perundang-undangan.
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Nomor34 Tahun 2016
TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan FungsiSerta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang
jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam
rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan
sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern
menempatkan karyawan pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga (brainware) sehingga
perlu dikelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah
purna tugas.

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat
penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbatas
jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan
pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan
melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.

Peningkatan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup memadai merupakan salah
satu kebijakan manajemen untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu
dan sekitarnya. Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja
yang ada sehingga operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan sesuai
yang diharapkan.

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat
penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbatas
jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan
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pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan
melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.
Sumber daya manusia merupakan unsur

yang terpenting dalam suatu organisasi.
Kemampuan sumber daya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sumber daya manusia sebanyak 109 orang sesuai
kondisi akhir tahun 2021, terdiri dari 68 orang PNS, 41 Orang Tenaga Teknis, 3 Orang Tenaga
Kebersihan dan 4 Orang Tenaga Keamanan » dengan Klasifikasi menurut golongan / ruang, tingkat
pendidikan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 1. DATA PEGAWAI MENURUT KELOMPOK UMUR

No.

Unit Kerja

Usia (tahun)

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

550 JUMLAH

1

Sekretariat

3

2

1

Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

Bidang Pemanfaatan
Data dan Inovasi
Pelayanan

Bidang Pelayanan
Pendaftaran
penduduk

Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil

6*

UPTD

13

11

12 43

TOTAL

18

22

11

17 68

TABEL 2. DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN KEPEGAWAIAN

No.

Unit Wilayah

Golongan

1]

JUMLAH

1 Sekretariat

3

3

Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

2

4

Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan

2
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4 Bidang Pelayanan Pendaftaran ) ‘ 2 1 S
penduduk
1 3 1 5
5 | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil -
6* | UPTD - 20 22 1 43
TOTAL 28 36 4 68
TABEL 3. DATA PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN
Golongan
No. Unit Wilayah JUMLAH
SMA Diploma S1 S2
1 Sekretariat 4 - 2 1 7
Bidang Pengelolaan
2 | Informasi Administrasi 2 - 4 - 6
Kependudukan
Bidang Pemanfaatan
3 | Datadan Inovasi - - 2 2
Pelayanan
Bidang Pelayanan
$ Pendaftaran penduduk £ i 2 1 S
Bidang Pelayanan
2 Pencatatan Sipil 1 i 3 L S
6* | UPTD 21 3 18 1 43
TOTAL 30 3 31 4 68
TABEL 4. DATA PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN
. Unit
No. Jabatan/Eselonering Laki-Laki | Perempuan JUMLAH
1 Jabatan Pimpinan Tinggi / 1 - 1
Eselon ||
2 | Jabatan Administrator / Eselon |i| 2 1 3
3 | Jabatan Pengawas / Eselon IV 22 1 33
4 | Jabatan Fungsional Tertenty . I _
Jabatan Fungsional
5 | Umum/Pelaksana (staf) 20 1 31
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TOTAL 45 , 23 [ 68
TABEL 5. DATA PEGAWAI MENURUT PETA JABATAN
DATA PEGAWAI MENURUT PETA JABATAN
Unit
Bidang
Pengelola | _. 2
an :ldangf ¢ glc:ang Bidang
No. | Jabatan/Eselonering | Sekreta |Informasi omAniast |remymnan Pelayanan JUMLAH
riat |Administra| 2" D3ta  [Pendaftar | 0o | UPTD
dan Inovasi|an ;
Si Pelayanan nduduk g
Kependud y pe
ukan
1 Jabatan Pimpinan 1 ) . i . 1
Tinggi / Eselon |l
Jabatan Administrator
2 /Eselon il 1 ) 1 L 8
Jabatan Pengawas /
3 Eselon IV 2 3 2 2 3 22 34
4 Jabatan Fungsional | ) )
Tertentu
Jabatan Fungsional
& |Umum/Pelaksana 4 2 - 2 1 21 30
(
. TOTAL + 6 2 5 5 43 68
Tabel 6. Data Tenaga Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menurut Tingkat Pendidikan
No | Tingkatan Pendidikan Jumlah (orang) Persentase
1 | Sarjana (S1) 3 7,32
2 | Diploma 3 (D3) 6 14,64
3 | Setingkat SLTA 31 75,60
4 | SLTP 1 244
JUMLAH 41 100.00

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu menempati gedung kantor yang terletak di Komplek Perumahan Dinas
Pemda. Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu saat ini sudah
bagus kondisinya karena sudah dilaksanakan rehab gedung kantor pada Tahun 2021.
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Gambaran Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat dipungkiri

bahwa sarana dan prasarana adalah faktor yang sangat menentukan dalam rangka terciptanya

pelayanan publik yang handal dan pelayanan yang prima. Sampai pada Tahun 2021 Pengadaan

Server Dinas yang belum bisa dilaksanakan, padahal sangat penting kegunaannya dalam pelayanan

Adminduk, apa bila Server yang ada sekarang rusak, pelayanan tidak bisa dilaksanakan/terhenti .

berikut ini Kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Data Sarana dan Prasarana

DATA PRASARANA DAN SARANA
No | JENIS PRASARANA DAN KONDISI JUMLAH
SARANA BAIK SEDANG | RUSAK BERAT
1 | Tanah 1 . . 1
2 | Mobil 6 - - 6
3 | Sepeda Motor 7 - 1 8
4 | Genset 19 - 2 21
5 | Mesin Gerinda - - 1 1
6 | Mesin Ketik Manual - - - 3
7 | Mesin Fotokopy - - 1 2
8 | Rak Besi 1 - - 1
9 | Filling Besi 39 - 25 64
10 | Brand Kas 2 - - 1
11 | Kursi Besi 7 - E 8
12 | Lemari Kayu 44 - 3 47
13 | Kursi Besi 213 - 2 215
14 | Kursi Rapat 23 - - 23
15 | Kursi Tamu 1 - 2 3
16 | Kursi Putar 4 - - 4
17 | Bangku Tunggu 4 - - 4
18 | Meja Biro 115 - - 115
22
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19 | Sofa 9 - - 9
20 | Lemari Es 1 - - 1
21 |AC 60 - - 60
22 | Televisi 8 - - 8
23 | Mainframe 4 - 3 i
24 | Mini Komputer 17 - - 17
25 | Komputer 48 - 20 68
26 | Labtop 10 - 16 26
27 | Note Book 8 - 3 1
28 | Hard Disk 4 - 2 6
29 | CPU 17 - 17 17
30 | Monitor 3 - - 3
31 | Printer 138 - 6 144
32 | Scanner 1 - 1 1
33 | Lemari arsip 36 - - 36
34 | CCTV 1 - E 1
35 | Peralatan Jaringan Lain - fain 21 - - 21
36 | Meja Kerja Pejabat 25 1 - 26
37 | Kursi Kerja Pejabat 38 - 1 39
TOTAL 935 1 106 1028

TABEL 8 . PERLENGKAPAN DAN PERALATAN DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
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| KONTRUKSIDALAM PENGERJAAN | - | .

 JUMLAH . 16.463.366.225

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang mencukupi atau lainnya)

Kondisi dan keadaan sarana dan prasarana penunjang urusan wajib yang dilaksanakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dinilai kurang mencukupi,

dengan keterbatasan anggaran pada tahun 2021 untuk belanja alat tulis yang dianggarkan

Disdukcapil pada APBD dibatasi, sehingga dianggarkan di Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021, disajikan beberapa hal yang dapat berupa keberhasilan

maupun ketidakberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rokan Hulu

secara menyeluruh baik dari urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun hambatan/tantangan pencapaian kinerja tersebut yaitu :

. Terbatasnya Jumlah dan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan.

2. Sarana dan Prasana terkait pelayanan belum maksimal.

. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk dapat dilaksanakan

dengan cepat, mudah tepat waktu.

. Faktor jaringan tidak terjangkau sebagian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu.
. Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rokan Hulu.

6. Adanya refocusing anggaran.

5.

Upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan dan akan terus dikembangkan adalah sebagai
berikut :

. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan.

Menambah fasilitas sarana dan prasarana sehingga dalam pelayanan dapat maksimal.
Pelayanan keliling dikecamatan, desa-desa dan tempat-tempat tertentu dengan mematuhi
protocol kesehatan (jemput bola).

Pengembangan jaringan aplikasi, untuk peningkatan kualitas koneksi jaringan semakin lancar
dengan menggunakan jaringan internet untuk pelayanan sampai ditingkat Kec/desa.

Tetap melaksanakan pelayanan dengan mematuhi protocol kesehatan.

Dan juga Melaksanakan beberapa Inovasi :
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1. SHS (Satu Hari Siap).
2. JEBOL (Jemput Bola).
3. Pelayanan Adminduk dengan menggunakan link bit.ly (Wa).
4. PECAL MANTAN (Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Kecamatan).
9. PECAL DESA (Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Desa).
6. Aplikasi SIPADU (Sistem Pendaftaran Administrasi Kependudukan).
Pada Tahun 2022 juga ada inovasi yang akan diajukan yaitu:
» SESULI BANJA (Setiap Kelahiran di Fasilitas Kesehatan Bawa Pulang Akta Kelahiran,KK
danKIA ).

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) ini adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021 yang merupakan
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan merupakan komitmen yang akan dicapai dalam tahun
2021.

Maksud dari penyusunan Lapran Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2020 ini adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
meningkatkan kinerjanya.

E.  SISTEMATIKAN PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian
kinerja DISDUKCAPIL selama Tahun 2021. Capaian kinerja Tahun 2021 tersebut diperbandingkan
dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya
sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan
Kinerja (LKj) DISDUKCAPIL Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gambaran Umum DISDUKCAPIL
Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi
Maksud dan Tujuan

mo o w >

Sistematika Penulisan
BAB Il PERENCANAAN KINERJA
a. Perencanaan Strategis
b. Perjanjian Kinerja
BAB lil AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja DISDUKCAPIL
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun
terakhir
3. Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
4. Analisis Penyebab keberhasilan /Kegagalan Peningkatan/penurunan Kinerja
5. Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapain
pemyataan Kinerja
b. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS
Visi
Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 2016-2021,

yaitu:

‘Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan
Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis
dan Berbudaya”

Misi

‘Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”

Tujuan dan Sasaran
Tujuan DISDUKCAPIL :

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik,bersih dan berwibawa (good governance
and clean goverment).”

Sasaran DISDUKCAPIL :
“‘Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik.”

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan
dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan
tujuan organisasi. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu
merupakan upaya-upaya menyeluruh  dalam menetapkan kebijakan, program operasional, dan
kegiatan/aktifitas dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pedoman ataupun rambu-rambu
dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu  meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan
Kabupaten Rokan Hulu, untuk hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran
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kedepan secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang langkah-langkah yang

diperlukan dalam mencapai dan mempercepat pencapaian tujuan.

Tabel 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021
Visi
Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan
Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang
Harmonis dan Berbudaya

Misi Keempat:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata | Meningkatnya Meningkatkan Penataan administrasi
Kelola penduduk yang | kepemilikan dokumen | kependudukan

Kepemerintahan Yang | memiliki dokumen | administrasi

Baik dan Bersih | kependudukan  dan | kependudukan dan
( Good Governance and | pencatatan sipil pencatatan sipil

Clean Government )

Program dan Kegiatan

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran langkah-langkah
yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah kumpulan
kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk
mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber
dana yang diperiukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Adapun rencana program Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu mengacu atau mempedomani kepada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan
keuangan Daerah pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah
pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh
sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi baik secara
lintas sektor, lintas SKPD dan lintas kewilayahan. Berikutn ini adalah Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021.
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Perencanaan sarana dan prasarana
penyelenggaraan administrasi pelayanan, penataan kepegawaian, administrasi keuangan dan
pelaporan kinerja sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mewujudkan program tersebut
dilakukan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

—

. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

—

. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
¢. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

N

. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6. Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik

3. Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas
atau jabatan

2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas
operasional atau jabatan

3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
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Il. Program Pendaftaran Penduduk
Program ini  dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan melalui penerbitan dokumen kependudukan yaitu KTP-el, KIA dan KK yang mana
diharapkan kepada semua masyarakat memiliki domumen tersebut. Untuk mewujudkan program
tersebut maka dilakukan beberapa kegiatandan sub kegiatan yaitu :
a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk.
B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja
yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang
telah ditandatangani pada bulan Juli tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Target kinerja dalam perjanjian kerja

. JUmtah'penduduk yangmemmm L e ~154’.056KKatau :
o Jumlah penduduk yang memihkt KTP—el e e atau
L ol %

a | Jum!ah penduduk yang memmkl Kartu ldentutas Anak (KIA) 121 041 orang atau
4 | Jumlah penduduk yang mermmu akta kelahrran v, L 61 371 orang atau

: - 90%

‘5 | Jumlah penduduk yang me!akukan perekaman KTP-e! . 12.484 orang atau '
, ‘ . i 100% .
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BAB il
AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun
tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan dimana hasil akhimya adalah terciptanya pelayanan kepada
masyarakat. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah akan dapat menentukan berbagai cara
untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dimana
pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi
kinerja instansi pemerintah.

A.  CAPAIAN KINERJA DISDUKCAPIL

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran yang dipengaruhi oleh
pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator
sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja
(performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance resulf) yang dicapai
DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya
celah kinerja (performance gap) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang
direncanakan.

DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu merupakan satuan kerja perangkat daerah yang
mendukung terwujudnya misi pertama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu
Melanjutkan Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, meliputi Pelayanan Publik,
Good Govemance dan Clean Government dan juga melaksanakan sasaran gambaran yang ingin
dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu (1) satu tahun atau (3) tiga tahun
guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk (5) lima tahun ke depan.

Capaian sasaran ini diukur dengan 5 (Lima ) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut:

Analisis Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu
dijabarkan sebagai berikut :

i LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2021



| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan
san sasaran stategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi
menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran dan
predikatnya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinreja 95 s/d 100 | Sangat Berhasil
Capaian Kinerja 80 s/d <95 | Berhasil

Capaian Kinreja 50 s/d <80 | Cukup Berhasil
Capaian Kinreja <50 Kurang Berhasil

Capaian Kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran.
Perumusan indikator Kinerja sasaran lebih di fokuskan pada indikator kinerja
makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing
indikator kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :

8
Meningkatnya 1| Jumiah Jumiah KK yang | KKatau | 154,056 159.125 103,29% Sangat
kepemilikan penduduk diterbitkan sampai | Persent | KK atau KK berhasil
dokumen yang dengan Tahun 2021 ase 100%
kependudukan memiliki KK
dan pencatatan
sipil
2| Jumiah Jumiah  KTP-el | Orang 11.638 14567 | 12516% | Sangat
penduduk | yang diterbitkan | atau orang Orang berhasil
yang pada Tahun 2021 Persent atau
memiliki ase 100%
KTP-el
3 | Jumiah Jumla Kartu | Orang 121.041 49.374 40,79% Kurang
penduduk Identitas Anak (KIA) atau orang Orang berhasil
yang yang diterbitkan | Persent | atay 60%
memiliki sampai dengan ase
Kartu Tahun 2021 dibagi
Identitas dengan Jumlah
Anak (KIA) | penduduk yang
wajib KIA sampai
dengan Tahun 2021
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2 6 7
4 | Jumiah Jumiah Ada | Orang | 61371 | 236634 | 4219% | Kurang
penduduk Kelahiran yang | atau orang Orang berhasil
yang iterbi sampai | Persent | atay 90%
memiliki dengan Tahun | ase
akta 2021 dibagi dengan
kelahiran jumiah  penduduk
Kabupaten Rokan
Hulu pada Tahun
2021
5 | Jumlah Jumiah  penduduk | Orang 12.484 14.918 119,49% Sangat
penduduk | yang sudah | atau orang Orang berhasil
yang melakukan Persent atau
melakukan | perekaman pada | ase 100%
perekaman | tahun 2021
KTP-el yang
terbit
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Pencapaian Kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu merupakan
perbandingan antara realisasi /capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020,
2019 adalah sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6
Meningkatnya 1 Jumiah Jumlah KK yang | KKatau | 145.764 KK | 155.745 KK 159.125 KK
kepemilikan penduduk diterbitkan sampai | Persent
dokumen yang dengan Tahun 2021 ase
kependudukan memiliki KK
dan pencatatan
sipil

2 Jumlah Jumlah KTP-el | Orang 342908 KK | 15.234 KK 14,567
penduduk yang diterbitkan | atau Orang
yang pada Tahun 2021 Persent
KTP-el

3 Jumiah Jumlah Kartu | Orang 15.123 35123 49.374
penduduk | Identitas Anak (KIA) | atau orang Orang
yang yang diterbitkan | Persent
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1 2 3 4 5 6
memiliki sampai dengan ase '
Kartu Tahun 2020 dibagi

Identitas dengan Jumiah
Anak (KIA) | penduduk yang

wajib KIA sampai
dengan Tahun 2021
4 Jumlah Jumlah Akta | Orang 198.938 220.658 236.634
penduduk Kelahiran yang | atau orang orang Orang
yang diterbitkan sampai | Persent
memiliki dengan Tahun ase
akta 2020 dibagi dengan

kelahiran jumlah  penduduk
Kabupaten Rokan
Hulu pada Tahun

2021
5 Jumlah Jumlah penduduk | Orang 345.045 15.234 14.918
penduduk yang sudah | atau orang orang Orang
yang melakukan Persent

melakukan | perekaman pada ase

perekaman | tahun 2021
KTP-el yang
terbit

Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dalam Pencapaian Target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasil/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan dalam upaya Pencapaian Kinerja.

1.

Realisasi Indikator 1 sasaran 1
“Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil”
Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil Indikator Kinerja yang kesatu yaitu :

- Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)
Indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %
dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran
tersebut dengan uraian sebagai berikut :
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TABEL .1 Realisasi Indikator 1 sasaran 1

Jumlah penduduk yang | 154. :
memiliki KK KK atau
100%

2. Realisasi Indikator 2 sasaran 1
Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil melalui Indikator Kinerja yang kedua yaitu :
- Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk KTP-el
indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %
dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran
tersebut dengan uraian sebagai berikut :
TABEL .1 Realisasi Indikator 2 sasaran 1

2 | Jumlah penduduk yang TR AT
memiliki KTP-el KK

3. Realisasi Indikator 3 sasaran 1
Hasil evaluasi capaian kinerja
pada sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
Indikator Kinerja yang ketiga yaitu :

- Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar kurang
dari 50.00 % dengan predikat kurang berhasil. Pencapaian masing-masing indikator
Kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :
TABEL .1 Realisasi Indikator 3 sasaran 1

" Jumlah penduduk yang | 121 49.374
memiliki Kartu Identitas | orang
Anak (KIA)
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4.

Realisasi Indikator 4 sasaran 1
Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil Indikator Kinerja yang ketiga yaitu :

- Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar kurang
dari 50.00 % dengan predikat kurang berhasil. Pencapaian masing-masing indikator
Kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :
TABEL .1 Realisasi Indikator 4 sasaran 1
N2 «

4219%

Jumlah penduduk yang
memiliki Akta Kelahiran

Realisasi Indikator 5 sasaran 1
Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil Indikator Kinerja yang kelima yaitu :

- Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el
indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %
dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran

tersebut dengan uraian sebagai berikut :

"5 | Jumlah penduduk yang | 12.484 14918 - 49% _.
sudah melakukan | orang orang
perekaman KTP-el

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan :

Dari 5 (Lima) IKU, tiga IKU yang melebihi target untuk tahun 2021, dua IKU yang tidak memenuhi
target, tetapi mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk yang
bertambah dari tahun sebelumnya menjadi penyebab IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang tidak mencapai target, dan sebaliknya bisa juga melebihi target. Tingkat capaian kinerja
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DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama
adalah sebagai berikut:
1. Jumlah Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)

Dapat kami jelaskan dimana target penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) sampai dengan
Tahun 2021 sebesar 154.056 KK jumlah KK yang diterbitkan sampai dengan tahun 2021 adalah
159.125 Lembar. Capaian penduduk yang memiliki KK 103.29 %. ber

1 | Ujungbatu
2 | Rokan IV Koto
3 | Rambah 14.143
4 | Tambusai 16.400
5 | Kepenuhan 7.358
6 | Kunto Darussalam 12.666
7 | Rambah Samo 9.922
8 | Rambah Hilir 12.149
9 | Tambusai Utara 23.592
10 | Bangun Purba 5.728
11 | Tandun 9.314
12 | Kabun 7.498
13 | Bonai Darussalam 7.344
14 | Pagaran Tapah Darussalam 3.259
15 | Kepenuhan Hulu 5.289
16 | Pendalian IV Koto 3.679
TOTAL 159.125

2. Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el

Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el pada tahun 2021 sebanyak 14.567 lembar, Target
nya adalah 11.638 lembar, capaian 125.16%.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu
yang sudah memiliki KTP-el Tahun 2021

2 ROKAN IV KOTO 252
3 RAMBAH 880
4 TAMBUSAI 1.350
5 KEPENUHAN 880
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6 KUNTO DARUSSALAM 890
7 RAMBAH SAMO 621
8 RAMBAH HILIR 721
9 TAMBUSAI UTARA “4.729
10 BANGUN PURBA 567
1 TANDUN 543
12 KABUN 655
13 BONAI DARUSSALAM 565
14 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 244
15 KEPENUHAN HULU 345
16 PENDALIAN IV KOTO 503

3. Jumlah penduduk yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)

Kartu Identitas Anak adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan,
memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA
ini sendiri dibagi dua jenis. Antara lain KIA umur anak antara 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu
hari. Perbedaannya adalah untuk KIA 0-5 tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5-17
tahun kurang satu hari sebaliknya. Jumlah Kartu idenititas Anak yang ada di Rokan Hulu yang
diterbitkan pada tahun 2021 adalah 49.567 lembar sedangkan target nya untuk tahun 2021 adalah
121.041, realisasi 49.374 lembar , yang wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) adalah 182.157
capaiannya 19.60%, belum tercapai targetnya.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan pemerintah untuk
melakukan pendataan/memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitional anak-anak yang
ada di indonesia. Kartu Identitas Anak (KIA) dibagi dua jenis, antara lain KIA umur anak 0-5 Tahun
dan 5- 17 Tahun kurang satu hari. Perbedaannya adalah Kartu Identitas Anak 0-5 Tahun tanpa
menggunakan foto, sedangkan Kartu Identitas Anak 5-17 Tahun menggunakan foto.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memprogramkan Kartu Identitas Anak (KIA) pada
Tahun 2016. Kartu Identitas Anak sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti
waktunya berkewajiban memiliki Kartu Identitas Penduduk atau KTP-el. Adanya KIA sebagai
perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Selain sebagai pengenal juga dapat
menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri.
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Mengenai persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), permendagri Nomor 2 Tahun
2016 tentang KIA dikeluarkan 14 Januari 2016 menyebutkan anak WNI berusia 0-5 Tahun tapi belum
memiliki KIA harus memenuhi persyaratan fotocopy Akta Kelahiran dan menunjukkan Kutipan Akta
Kelahiran yang asli, Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali, dan Kartu Identitas Penduduk KTP-el
kedua orang tua yang asli.

Bagi anak WNI yang berusia 5-17 Tahun tapi belum memiliki KIA harus memenuhi
persyaratan fotocopy Akta Kelahiran dan menunjukkan kan Kutipan Akta Kelahiran yang asli, Kartu
Keluarga (KK) asli orang tua/wali, Kartu Identitas Penduduk KTP-el kedua orang tua yang asli, pas
poto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar,

Menurut Dirjen Dukcapil,” Dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus
diterbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan dan juga perubahan Kartu Keluarga (KK) orang tuanya ,
dijelaskan juga bahwa penerbitan KIA dilakukan setelah perbitan NIK atau Nomor Induk
Kependudukan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan tertib administrasi kependudukan ini adalah untuk
memperoleh ( merekam ) data base kependudukan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting lainnya agar diperoleh data yang memiliki keahlian dan validasi terus menerus yang akurat,
Cepat, tepat, murah, aman dan pasti, tidak diskriminatif, serta dapat dipertanggung jawabkan.
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4. Jumlah Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el

Jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP-el pada tahun 2021 sebanyak 12.484
orang. Capaiannya adalah 14.918 Sudah mencapai target 119,49%, oleh karena pada tahun 2021
diadakan kegiatan perekaman keliling kesekolah dan kedesa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.
Penerapan KTP elektronik (e-KTP) merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan
serangkaian peraturan lainnya seperti ndang-undang Nomor 35 Tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara
dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip, dilihat dari penerapan e-KTP
akan berada diseluruh Indonesia, termasuk didalamnya Kabupaten Rokan Hulu, sehingga diharapkan semua
elemen masyarakat untuk mensukseskan penerapan e-KTP tersebut.

Diharapkan dengan adanya penerapan e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu, identitas nanti betul-
betul valid dan akurat, sehingga persoalan kriminalitas dan identitas yang tidak jelas dapat teratasi.
Diharapakan pula untuk pelayanan kesehatan seperti jamkesmas, jamkesda, dan sasaran raskin dan
lain sebagainya bisa lebih cepat dilakukan. Selain mencega pemilih ganda dalam pemilu juga
bermamfaat untuk berbagai kepentingan seperti mencegah tenaga kerja ilegal, pembelian tanah
dengan bermacam KTP. Dengan demikian, masyarakat harus bersiap menyambut penerapan e-KTP

tersebut apalagi semua digratiskan melalui anggaran pusat.
Tabel L5 Jumiah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang sudah melakukan p erekaman KTP-el

UJNG 822
2 ROKAN IV KOTO 252
3 RAMBAH 980
4 TAMBUSAI 1.400
5 KEPENUHAN 880
6 KUNTO DARUSSALAM 890
7 RAMBAH SAMO 621
8 RAMBAH HILIR 750
9 TAMBUSAI UTARA 4.800
10 BANGUN PURBA 567
" TANDUN
12 KABUN 655
13 BONAI DARUSSALAM
14 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 244
15 KEPENUHAN HULU 348
16 PENDALIAN IV KOTO 503
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5. Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran sampai dengan tahun 2021 sebanyak 236.634
orang, sedangkan jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 adalah 560.747 orang.
Capaian penduduk yang memiliki Akta kelahiran 42,19 %, belum mencapai target yang sudah
direncanakan, karena jumlah penduduk kabupaten Rokan hulu dari tahun 2016 sampai 20201
bertambah banyak.

Tabel l.6 Jumlah‘ P‘ern_’d_uduk Kabupqten Rokan Hulu yan Tahun 2021

Memiliki Akta Kelahiran samp

10.695 10.062 20.757
140602 |KEC ROKAN IV KOTO 5.170 4816 9.986
140603 [KEC. RAMBAH 25.520 25.629 k 11.864 11.296 23.160
140604 JKEC. TAMBUSAI 31.169 30.444 61.613 14.714 14128 28.842
140605 {KEC. KEPENUHAN 13.205 12.915 26.120 5.806 5.667 11.473
140606 [KEC. KUNTO DARUSSALAM 22.297 21.163 43.460 9.685 9.184 18.869
" 140607 |KEC. RAMBAH SAMO 17123 16.463 33.586 6.338 5.906 12.244
140608 JKEC. RAMBAH HILIR 20.688 20.076 40.764 8.575 7.943 16.518
140609 [KEC. TAMBUSAI UTARA 43.656 41.650 85.306 16.364 15.634 31.998
140610 {KEC. BANGUN PURBA 9.785 9.480 19.275 4.441 4.051 8.492
140611 §KEC. TANDUN 16.049 15.383 31.432 6.734 6.327 13.061
140612 JKEC. KABUN 13.850 13.330 27.180 6.341 6.028 12.369
140613 JKEC. BONAI DARUSSALAM 13.471 12.279 25.750 6.057 5.439 11.496
140614 §KEC. PAGARAN TAPAH DARUSS 5.899 5.697 11.596 2.609 2.489 5.078
140615 [KEC. KEPENUHAN HULU 9.428 8.992 18.420 3.769 3.483 7.252
140618 KEC PEN)\UAN N KOTO 8.539 6.211 12.750 2.573 2.468 5.039
L % LY RN VR T D VR M VAR YR LT T Bt

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN ROKAN HULU
YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN UMUR 0 S/D 18 TAHUN

p(Ec ROKAN IV KOTO

140803 JKEC. RAMBAH 9.733 9.174 18.907

140804 JKEC. TAMBUSAI 12.487 11.903 24.30

140805 [KEC. KEPENUHAN 4875 479 9614

140606 JKEC. KUNTO DARUSSALAM 7.938 7.690 15.628 7.406 7199 14,605
140607 JKEC. RAMBAH SAMO 6.080 5.729 11.759 496 4694 9620
140608 JKEC. RAMBAH HLR 7.278 6.685 13.964 6.550 6.004 12554
140609 JKEC. TAMBUSAI UTARA 16.417 15,507 2014 13,381 12.802 2.183
140610 KEC. BANGUN PURBA 3572 33 6.883 3344 3.062 6.406
140611 JKEC. TANDUN 5454 5.038 10.49 5103 4714 9817
140612 |KEC. KABUN 5.184 5.028 10.212 482 4720 9612
140613 JKEC. BONAJ DARUSSALAM 5409 4875 10.284 4962 442 9.444
140614 JKEC. PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 1.962 1.897 3859 1,858 1.799 3657
140615 JKEC. KEPENUHAN HULU 3559 3283 6.842 3020 2763 5783
140616 [KEC. PENDALIAN N KOTO 2198 213 43% 1.927 1.891 3818
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Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu
Menumt Kecanatan dan Jems Kelarmn Tahun 2021

'NOKEC | o mxsc oy me ; Psu u( mwuu asu__n JUMLAH | PSN_JML
140601 |KEC. UJUNG BATU 24,696 4,40 24.030 4,29 48726 8,69
140602 FEC ROKAN IV KOTO 11.836 2,1 11.384 2,03 23.220 414
140603 |KEC. RAMBAH 25.920 4,62 25,620 457 51549 9,19
140604 |KEC. TAMBUSAI 31.169 5,56 30.444 5,43 61613 10,99
140605 |KEC. KEPENUHAN 13.205 2,35 12.915 2,30 26120 4,66
140606 [KEC. KUNTO DARUSSALAM 22.297 3,98 21163 3,77 43460 7,75
(140607 ksc. RAMBAH SAMO 17123 3,06 16.463 294 33,586 5,99
740608 |KEC. RAMBAH HILIR 20,688 3,60 20076 3,58 40.764 7,21
Emeos lﬁc TAMBUSAI UTARA 43.656 7,79 41.650 7,43 85.306 15,21
7140610 JKEC. BANGUN PURBA 9.79% 1,75 9.480 1,69 19.275 3,44
&611 IKEC_TANDUN 16.049 2,86 15.383 2,74 31432 5,61
L4oe12 [KEC_KABUN 13.850 247 13.330 238 27.180 4,85
140613 |KEC. BONAI DARUSSALAM 13.471 2,40 12.279 2,19 25.750 459
140614 |KEC. PAGARAN TAPAH DARUSSALAM __ 5.800 1,05 5.607 1,02 11.5% 2,07
140615 |KEC. KEPENUHAN HULU 9.428 1,68 8.992 1,60 18.420 3,28
740616 |KEC. PENDALIAN IV KOTO 6539 1,17 6.211 111 12.750 227
1408 |  KAB.KAB. ROKANHULU | 285621 | 6094 mm 43,08 660747 | 100,00
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten Rokan Hulu, 2021
Tabel 1.8 Perkembangan Jumiah Penduduk Kabupaten Rokan HuluTahun 2007-2021

TAHUN JUMLAH PENDUDUK

KENAIKAN

i 2007 390.668 - -
2 2008 385.245 5.423 1,40%
3 2009 398.089 12.844 3,22%
4 2010 475011 76.922 16,19%
5 2011 536.692 61.681 11,49%
6 2012 610.110 73.418 12,03%
7 2013 557.213 -52.897 9,49%
8 2014 557.660 -447 0,08%
9 2015 558.325 665 0,11%
10 2016 548,793 8.532 1,73%
11 2017 554,152 5.359 0.96%
12 2018 556.199 2.047 0,36%
13 2019 557.726 1.527 0,27%
14 2020 560.230 2.504 0.44%
15 2021 560.747 517 0,09%
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Perbandmgan reahsasu dan capalan kmer]a dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

S L i ol 6 o B
1 Persentase Penduduk yang. -; 145764 | 1w 10329%
- memiliki KK (Kartu Keluarga) L

No mkatormneqa Utama  Hasil2019  Hasil2020 % | Tercapa ‘"”"”'

| 2 Persentase  penduduk yangg‘ W wam T w0 v e
}jhmemlluk: KTP-eI - i i ' |

T8 . e e e— o f4079%
. memiiki Kartu Identtas Anak ‘ : |

Keterangan V= ‘mencapai target, X = hdakmencapa target, ‘t— hdak mencapan target tetapl ada penmgkatan
dibandingkan kinerja tahun lalu

Berdasarkan data diatas, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah telah
dilaksanakan secara konsisten.
5. Analisis Program /Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapain pernyataan Kinerja
Capaian indikator di atas terutama dicapai melalui 1 ( satu ) program utama dan 1 (satu)
kegiatan utama, yaitu:
Program:
1. Program Pendaftaran Penduduk :
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

B. REALISASI ANGGARAN
Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab program dan kegiatan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 melalui Dana APBD
dan DAK Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut :
1. Pagu APBD Pada Tahun 2021 sebesar Rp.1.599.541.752,- (Satu milyar lima ratus sembilan
puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
2. Pagu DAK Non Fisik Tahun 2021 sebesar Rp.1.576.030.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh
puluh enam ribu tiga puluh ribu rupiah).
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Ada pun jumlah anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta realisasinya

adalah sebagai berikut :

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %
|| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.810.740.745 8.214.386.262 93,2
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah 134.099.800 113.981.800 | 85,00
1 | Peyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 999.800 631.800 63,19
2 | Evaluasi kinerja perangkat daerah 133.100.000 113.350.000 | 85,16
2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.647.168.993 5.465.903.430 | 96,79
3 | Penyediaan gaji dan tunjangan 5.647.168.993 5.465.903.430 96,79
3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.500.000 46.000.000 91,09
4 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.500.000 46.000.000 91,09
4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.482.420.139 1.227.306.040 82,79
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
5 bangunan kantor 3.039.250 2945700 | 96,92
6 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.074.834.960 912.524.860 84,90
7 | Penyediaan bahan logistik kantor 44.665.940 38.199.780 | 85,52
8 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 122.629.000 109.173.400 89,03 ’-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
9 undangan 2.484.000 - 0,00
10 | £enyelenggaraan rapat koordinasi dan konsuitasi 234.766.989 164.462.300 | 70,05
5 :::3'::‘““ Jasa penunjang urusan pemerintahan 1304179013 | 1192200192 | 91,41
11 | Penyediaan jasa surat menyurat 3.540.000 3.540.000 | 100,00
12 | | anyediaan jasa komunicas, sumber daya ai dan 119.999.013 92220192 | 76,86
13 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1.180.640.000 1.096.440.000 92,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
6 Urusan Pemerintahan Daerah 192.372.800 168.985.800 | 87,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
14 | dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 35.598.000 34.635.000 97,29
Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
15 | Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 97.354.800 84.470.800 86,77
atau Lapangan
16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.420.000 49.880.000 | 83,94
45
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2 | Program Pendaftaran Penduduk 12.000.000 10.500.000 87,5
7 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12.000.000 10.500.000 87,5

i Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen
17 atas Pendaftaran Penduduk 12.000.000 10.500.000 87,5
JUMLAH 8.822.739.745 8.224.886.262 93,22

Berikut ini Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

Evaluasi kinerja perangkat
daerah

Administrasi ~ Keuangan | Penyediaan  gaji  dan

Perangkat Daerah tunjangan

Administrasi Sosialisasi peraturan

Kepegawaian  Perangkat perundang-undangan

Daerah

Administrasi Umum | Penyediaan komponen

Perangkat Daerah instalasi
listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik
kantor

Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan

Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan

Penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi
SKPD

Penyediaan jasa | Penyediaan jasa surat
penunjang urusan | menyurat
pemerintahan daerah

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya
air dan listrik

Penyediaan jasa pelayanan
umum kantor

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
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Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Sesuai APBDP tahun anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Rokan hulu mengelola anggaran sebesar Rp 8.822.739.745,00- Realisasi keuangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 93,22% dengan penyerapan dana sebesar
Rp 8.224.886.262,00,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 8.801.093.185,00,- dan Belanja
Modal pada tahun 2021 sebesar Rp 21.646.560,00,- dan Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan
Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan 2
program dan 7 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan . Nilai realisasi Belanja pada tahun anggaran 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil Kabupaten Rokan Hulu per program adalah sebagai
berikut :

1) Program  Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah fteralisasi  sebesar
Rp 8.214.386.262,00,- atau 93,20%. Dalam program ini ada satu kegiatan yang

membuat program ini realisasinya rendah, yaitu
a. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan karena pada tahun

2021 tidak ada koran langganan Dinas yang masuk
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Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas untuk masing-masing
urusan wajib yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu
dengan melalui proses dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD dan RKA.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama,
dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2021 secara keseluruhan belum berhasil dengan nilai rata-rata capaian kinerja
sasaran strategis sebesar 40,05%. Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima)
indikator kinerja utama, 5 indikator (60,95%) dikategorikan "belum berhasil. Hal ini disebabkan masih
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, padahal data tersebut
sangat penting bagi mereka. Disamping itu untuk mengurus dokumen tersebut banyak yang belum
memenuhi persyaratannya. Padahal untuk mengurus KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta
Perkawinan, Akta Perceraian, Pencatatan pengangkatan anak/adopsi, Pencatatan
pengakuan/pengakuan pengesahan anak, semua nya gratis, tidak dipungut biaya, berdasarkan perda
Nomor 5 Tahun 2009.

Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Disdukcapil secara umum sudah mendekati
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk
meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dapat terwujud.
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BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan
Hulu Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan,
keadaan organisasi, pelaksanaan urusan pembangunan, alokasi anggaran yang diterima dan realisasi
pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2021.

Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang didukung Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu, merupakan upaya pencapaian Visi Misi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu “Bertekad Mewujudkan
Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan,
Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya
dengan Misi * Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”.

Secara keseluruhan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2021 terjadi peningkatan dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan Adminduk, diantaranya
pelayanan keliling atau Jemput Bola (JEBOL), yang dilaksanakan di Desa dan Kecamatan yang ada di
Kabupaten Rokan Hulu, pelayanan Jemput Bola (JEBOL) saat ini juga bisa cetak langsung dilapangan
baik itu Kartu Keluarga (KK) , Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran, karena pada Tahun
2021 Kartu Keluarga dan Akta kelahiran sudah menggunakan Tanda tangan Elektronik (TTE).
Meskipun tidak tertutup kemungkinan terdapat permasalahan dan kekurangan selama pelaksanaan
sehingga perlu mendapat perhatian kita bersama.
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Demikian Laporan Kineria (LKj) ini di susun dan disampaikan  sebagai langkah
pertanggungjawaban yang akuntabilitas dan transparansi Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kepada Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Semoga Allah SWT meridhoi segala
usaha dan niat baik kita Semua, serta memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kebersihan hati
dalam melaksanakan tugas pengabdian kita sebagai aparatur negara.

asirpengaraian,  Januari 2022
VASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ABURATEN ROKAN HULU

i SYAIFUL BARRIS:So5:M%i
"'NIP- 19641215 198503 1 009
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